SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa ketentuan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri periu
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri periu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Kediri;

[

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Mengingat

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);



3.

10.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4656);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000
tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak
Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 37);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 97
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97
(1) Tahun buku PD BPR Bank Daerah disamakan dengan tahun
takwim.
(2} Laba bersith PD BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak yang
telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk daerah : 55%
b. Cadangan Umum : 12,5%
c. Cadangan Tujuan 1 12,5%
d. Dana Kesejahteraan : 10%
e. Jasa Produksi : 10%

(3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

(4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan

pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10- 4 - 2013

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18- 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 2

Sahnan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETA DAERAH

“ H.SUPQYO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 195807171986031018




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Bahwa ketentuan prosentase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang diatur dalam
Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten
Kediri perlu disesuaikan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga prosentase penggunaan
laba bersih PD BPR Bank Daerah sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk daerah : 55%
b. Cadangan Umum : 12,5%
c. Cadangan Tujuan 1 12,5%
d. Dana Kesejahteraan : 10%
e. Jasa Produksi : 10%

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37) perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 124



NAZAIALNGY
eATA
IHIGHA NATATUEAN HASISAQ MAHUTAAIN
LIOS VIDHAT & H{OMOM

OVATHAT
800L AUHAT » SIOMOWN HAAITAQ NASUTASAY 2ATA AHABUSAEYT
TAYHARA VATIGEAHASAY AVAG HAHYATD MAAHARUAHEY OVMATHAT
IFI03H VETATIUEAN HAATAQ HWAH

MUMU 1
diswed needsauyesd dizrsd sdal nssruganeqg sesinssong noulnsisy swrisH
msksb wikib anev mibsd maisquded detosl Ane8 1svdsd naﬁbﬂ‘mﬁ Ansl
gosns dU0L oudsT & tomoll desO nempsd (8] Jews YO lsect
malaquded  desd Hns8 1eyded nsiibontyd AnsH dsmed nssrdseuisd
¢ vomoll ynsbnU-gasbnll (Q) seys 2€ lsze4 nsprob nedisueseib ulieg nibaid
assougen oy sesinveotq sganidse devssll asedsaus® snsins ORI audsl

s tushed tegedae is19ed dned A998 A9 digisd edal

40caE : desb duing sdel newsl &
Ne.Sl mpml noenebhe) A
+2c.81 : neuUT nugnabs’) o
VOl nsgridsivend snell b
o0l : ipdubot® szl Lo

mudsl # omol deised asusstsd sdurn astsib wudseist sd nedvsaaiad
Arrasl Juc8 Jevidsfl nstibepid dasH deisel ossdsausd gasinst 8UOL
somoV] 2000 nudaT nibsA ostequded de1eed nssdmsi) nibsd nsisqudsad
daduih hag (V€ vomoel mibad nvisqudsi deeed asisdmel nededmel &
JASAY TMICU 1A2A9 .IT

| Isesq

aulop quAvD
Il lsesy

2sls| quAid

< aCI TOMOW ISIGAN UATATURAN HASHAC VASIAEMAI NAHAGMAT




